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KABUPATEN PELALAWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PELALAWAN,

bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan
Umum Daerah Tuah Sekata, Pemerintah Daerah
dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tuah
Sekata untuk mendukung perekonomian daerah dan
menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umurm
tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan
tujuan Perumda Tuah Sekata yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Perusahaan
Umum Daerah Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
i [. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
§ Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
] telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan
Usaha Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 700);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
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9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan
4. Umum Daerah Tuah Sekata (Lembaran Daerah Kabupaten
Pelalawan Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUAH SEKATA KABUPATEN

PELALAWAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah  Kabupaten
Pelalawan.

Bupati adalah Bupati Pelalawan.
Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten
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4. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Perumda Tuah Sekata adalah Perusahaan Umum Daerah Tuah
Sekata Kabupaten Pelalawan.

5 Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Tuah
Sekata yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan

™ ) N:

sehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan

Pasal 2
laksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Penugasan kepada Perusahaan
yum D: Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan.
\ti ini adalah sebagai dasar hukum Penugasan
)aerah Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan.

1 Peraturan Bupati ini meliputi :

1a dimaksud dalam Pasal 4
0, terhitung sejak tanggal

géinia.-na-. dimaksud pada
s mengajukan permohonan
aan secara tertulis kepada
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Dalam hal terjadi Force Majeure (keadaan kahar/darurat), maka
pelaksanaan termasuk jangka waktu scbagaimana dimaksud pada
wat (1) -dap}%tgdievaluasi oleh Pemerintah Daerah.

Force Majeure (keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- meliputi kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perans,
cerusuhan, huru hara, mogok kerja massal dan/atau tindakan

terorisme.
BAB III
PEMBIAYAAN

aar penugasan sebagaimana
er dari:
Sekata; dan
dan tidak mengikat sesuai
ndangan.

- terhadap seluruh kegiatan
ana dimaksud dalam Pasal 4

itan pelaksanaan penugasan
aimana dimaksud dalam Pasal 4

epada Bupati secara berkala
waktu sesuai kebutuhan.

an kegiatan penugasan
ksud dalam Pasal 4

imana dimaksud
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